BABI

PENDAHULUAN

Indonesia pada saat sekarang ini sedang dihadapkan pada permasalahan
petekonomian, sosial politik dan juga hankainmas. Pembangunan yang dilaksanakan
hars benar-benar mewujudkan suatu efektivitas pada peningkatan kehidupan rakyat
banyak bukan hanya untuk sekeiompok masyarakat saja.

Pembangunan pada hakekatnya adalah proses perubahan terus-menerus yang
merupakan kemajuan dan perbaikan-perbaikan menuju arah tujuan yang akan dicapai.
Tujuan ity tidak akan tercapai dengan baik apabila segela upaya pembangunan tidak
diuarahkan sedeaikian rupa dengan rencana yang ditemapkan. Salah satu upaya yang
penting dalam hal ini adalah pcranan pengawasan guna mengeadslikan seluruh
fasilitas dan peralatan yang dipergunakan di dalam proses pelaksanaannya. sehingga
dalam pencapaian tujuan digariskan akan tetcipm.'

Kemudian di dalam peoses pengawasan itu sendin harus diusahakan bezjalan
dengan efisien dan efektif. Untuk itu pengawasan yang baik basusiah didasari dengan
sistem yang baik pula. Hal tersebut sangat penting sebab pengawasan tidak boleb
dipandang sebagai tujuan orgenisasi, melainkan adalah svatv alat yang akan

memperlancar pencapaian tujuan yang baik di dalam seatu organisasi. Dengan kata
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lain janganlah pengawasan malal: akan menghambat usaha peningkatan efisiensi dan
efektivitas.

Jelastah bahwa pengawasan sangat menentukan peraanya di dalam proses
pencapaian tujuan. Bahkan secara filosofis dapat diterima babwa gengawasan itu
mutiak perlu karena manusia banyak memiliki segi-segi kelemahan yang dapat
menyebabkan kesalahan atau kesiiapan. Sesuai dengan uraian di atas, manusia perfu
diamati bukan berartt mencari-can kesalahancya dan kemudian menghukumnya.
Akan tetapi melalui pengewasan yang baik. di samping mampu memberi kendali
sekaligus juga bersifat mendidik dan membimbing.

Pengawasan sebagai salah satu tugas Badan Pemerikssap Keuangan Republik
Indonesia (BPK-RI) Perwakilan di Medan dalam hal pelaksanaan pertanggung
jawaban administrasi keuangan di lingkungrn iastansi pemenntakan baik itu BUMN,
Pemerintah Provinsi maupun Daerah, sehingga dengan adanya Badan Pemeriksaan
Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan di Medan ini maka akan
didapatkan fungsi-fungsi Hukum Administrasi Negara teruterna dalam pelaksanaao
pekerjaannya atas pertanggung jawaban administrasi keuangan terutams dalam hal

pelaksanaan pengawasan pengelolaan administrasi kenangan.

A. Penegasan dan Pengestian Judul
Judul adaiab sangat senwal sekali dalam keberadaanpya di sebuah karya
ilmiah, dengan judul akan membuahkan suatu daya tarik Khusus serta

gambarao dan isi.

UNIVERSITASMEDAN AREA





